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ABSTRAK 

 

 

 

Penelitian dilakukan pada Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan 

bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi telah sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Mentri Dalam 

Negeri (PEMENDAGRI) Nomot 64 Tahun 2013. Jenis data yang digunakan adalah 

data primer dan skunder. Data primer dalam penelitian ini adalah laporan keungan 

Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawantahun 2017 dan 2018, 

sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan 

penulis dengan staf bendahara yang ada di Kantor Camat Bandar Petalangan 

Kabupaten Pelalawan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan akuntansi 

keuangan pemerintah pada Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan 

belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Dimana, Kantor Camat Bandar 

Petalangan Kabupaten Pelalawan tidak membuat jurnal yang terpisah antara 

penerimaan Kas dan pengeluaran Kas, semua dicatat didalam jurnal umum serta tidak 

membedakan jurnal finansial dan jurnal anggaran. Dalam penelitian ini, dapat 

disimpulkan bahwa, Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam 

membuat laporan pertanggungjawabaan belum sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintah yang diataur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dan PEMENDAGRI 

Nomor 64 Tahun 2013. 

 

 

Kata Kunci: Penerapan, Standar, Pemerintah. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The research was conducted at the Head Office of Bandar Petalangan, Pelalawan 

Regency. The objective of this research is to find out whether the application of 

accounting is in accordance with Government Regulation (PP) Number 71 of 2010 

and Regulation of the Minister of Home Affairs (PEMENDAGRI) Number 64 of 2013. 

The types of data used are primary and secondary data. The primary data in this 

study are the financial reports of the Head Office of Bandar Petalangan, Pelalawan 

Regency in 2017 and 2018, while the secondary data in this study are the results of 

interviews conducted by the author with treasurer staff at the Head Office of Bandar 

Petalangan, Pelalawan Regency. The results showed that the application of 

government financial accounting at the Head Office of Bandar Petalangan, 

Pelalawan Regency was not in accordance with the Government Accounting 

Standards. Where, the Head Office of Bandar Petalangan, Pelalawa Regency does 

not make a separate journal between cash receipts and cash disbursements, all are 

recorded in a general journal and does not differentiate between financial journals 

and budget journals. In this study, it can be concluded that, the Head Office of 

Bandar Petalangan, Pelalawand Regency in making accountability reports is not in 

accordance with Government Accounting Standards set out in Government 

Regulation Number 71 of 2010 and PEMENDAGRI Number 64 of 2013. 

 

 

Keywords: Application, Standard, Government. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan aktifitas ekonomi, maka tidak dapat dihindarkan bahwa 

lembaga pemerintahan juga memnutuhkan jasa akuntansi, baik untuk meningkatkan 

mutu pengawasan, maupun untuk menghasilkan informasi keuangan yang akan 

digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Akan tetapi karena 

sifat lembaga pemerintahan berbeda dengan sifat perusahaan, maka sifat akuntansi 

pemerintahan juga berbeda dengan sifat akuntansi perusahaan. 

Dimana perbedaan keduanya terdapat pada tujuan, pemilikan, manajemen, 

dan juga pendapatannya. Tujuan dari pemerintah adalah memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, sedangkan tujuan utama dari perusahaan adalah mencari laba 

(keuntungan). Oleh karena itu, akuntansi pemerintah dikelompokkan sebagai bidang 

akuntansi yang berdiri sendiri. 

Pengelolaan akuntansi daerah merupakan instrument kebijakan utama bagi 

pemerintah, karena akuntansi daerah dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan 

besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu mengambil keputusan dan 

perencanaan pembangunan. Salah satunya adalah  Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar 

Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah 



2 
 

 

yang digunakan untuk pengambilan keputusan, kebijakan akuntansi dan rujukan 

dalam proses pembuatan laporan keuangan berbasis akrual. 

Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi 

sektor publik yang mendapatakan perhatian besar dari berbagai pihak semenjak 

reformasi. Hal tersebut disebabkan adanya kebijakan baru dari Pemerintah Republik 

Indonesia  yang mereformasi berbagai hal termasuk pengelolan keuangan daerah. 

Menurut Halim dan Kusufi (2012:57-80), tahapan-tahapan atau siklus 

akuntansi adalah 1) Mendokumentasikan semua transaksi dalam kegiatan. 2) 

Mencatat semua transaksi secara kronologis kedalam buku jurnal, tahapan ini disebut 

menjurnal. 3) Meringkas kedalam buku besar semua transaksi-transaksi yang sudah 

dijurnal. 4) Menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan menuangkannya 

dalam  neraca saldo. 5) Menyesuaikan buku besar berdasarkan pada informasi yang 

paling mutakhir. 6) Menentukan saldo-saldo buku besar  setelah penyesuaian dan 

menuangkannya dalam neraca saldo setelah penyesuaian. 7) Menyusun laporan 

keuangan berdasarkan pada neraca saldo setelah penyeseuaian  seperti Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan 

SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan 

Arus Kas. 7) Jurnal Penutup. 

Kantor Camat Bandar Petalangan adalah  salah satu Organisasi Pemerintah 

Daerah (OPD) yang ada di kecamatan Bandar Petalangan  yang mana setiap tahunnya 

diwajibkan untuk membuat laporan keuangan  disetiap tahunnya. 
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Pelaksanaan akuntansi pada Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten 

Pelalawan ini berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Peraturan Bupati Pelalawan 

Nomor4 Tahun 2010 tentangAnggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Pelalawan  Tahun Anggaran 2010. 

Dalam penyusunan laporan keuangan pada Kantor Camat Bandar Petalangan 

menerapkan basis kas (cash basis) dan basis akrual (accrual basis). Basis kas adalah 

basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat 

kas atau setara kas diterima atau dibayar, sistem pengakuan ini untuk  penyusunan 

dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Sedangkan basis akrual adalah 

basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat 

transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas 

diterima atau dibayarkan, pengakuan ini untuk penyusunan ini untuk penyusunan dan 

penyajian Neraca. 

Adapun proses akuntansi yang dilakukan pada Kantor Camat Bandar 

Petalangan adalah dengan membuat Buku Kas Umum (Lampiran VII). Dimana dalam 

Buku Kas Umum tersebut terdapat kolom tanggal, nomor bukti, uraian, kode 

rekening, penerimaan kas dan pengeluaran kas. Selanjutnya Kantor Camat Bandar 
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Petalangan membuat Laporan Keuangan seperti: 1) Laporan Realisasi Anggaran 

(Lampiran II) yang formatnya terdiri dari  pendapatan, belanja operasi terdiri atas  

belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, belanja modal terdiri atas belanja 

peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, dan belanja jalan, irigrasi dan 

jaringan, surplus/defisit, pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan 

pengeluaran pembiayaan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran, 2) Neraca (Lampiran 

I) formatnya terdiri dari asset lancar terdiri atas kas dan persediaan, aset tetap terdiri 

atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, 

akumulasi penyusutan, asset lainnya terdiri atas asset tidak berwujud, akumulasi 

amortisasi asset tidak berwujud, dan asset lainnya. Kewajiban terdiri dari kewajiban 

jangka pendek terdiri atas utang kepada pihak ketiga/utang belanja, dan ekuitas yang 

terdiri atas ekuitas dan RK PPKD, 3) Laporan Oprasional (Lampiran III) yang 

menyajikan pos-pos seperti pendapatan-LO, beban dari kegiatan oprasional, dan 

surplus/defisit-LO. 4) Laporan Perubahan Ekuitas (Lampiran IV) yang menyajikan 

pos-pos seperti ekuitas awal yang terdiri atas surplus/defisit-LO, dampak kumulatif 

perubahan kebijakan mendasar terdiri atas koreksi nilai akumulasi penyusutan, 

koreksi nilai asset lainnya, dan koreksi nilai akumulasi amortisasi asset tak berwujud, 

dampak kumulatif perubahan kesalahan mendasar terdiri atas koreksi nilai aset tetap 

dan koreksi nilai akumulasi penyusutan, penyesuaian eliminasi untuk penghapusan 

akun RK PPKD (Rencana Kerja Penjabat Pengelolaan Keuangan Daerah) dan RK 

SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan ekuitas akhir. 
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Dari tahapan-tahapan siklus akuntansi yang diterapkan oleh Kantor Camat 

Bandar Petalangan diatas ditemukan satu permasalahan yang ada pada Kantor Camat 

Bandar Petalangan  yaitu : 

Kantor Camat Bandar Petalangan tidak melakukan pemisahan jurnal, antara 

penerimaan kas dan pengeluaran kas, dimana semua transaksi atau kejadian keuangan 

tersebut dibukukan pada Buku Kas Umum yang disediakan. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa adanya pemisahan 

jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Dengan penyajian jurnal yang 

tidak semestinya, mengakibatkan sulit untuk mengidentifikasi transaksi mana yang 

merupakan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Selanjutnya, Kantor Camat Bandar 

Petalangan tidak membuat jurnal penyesuaian. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan suatu penelitian mengenai penerapan akuntansi keuangan dalam 

penelitian ini dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintahan pada 

Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang penulis kemukakan 

diatas, maka dalam hal ini penulis merumuskan masalah adalah Apakah Penerapan 

Akuntansi Keuangan Daerah pada Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten 

Pelalawan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah. 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1) Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuain penerapan sistem 

Akuntansi Keuangan Daerah di Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan telah 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. 

2) Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Menambah wawasan penulis, khususnya untuk bidang akuntansi secara umum 

dan bidang akuntansi daerah secara khususnya, penulis dapat melihatt secara 

langsung praktek akuntansi keuangan daerah yang diterapkan di Kantor 

Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.  

2. Bagi Kantor Camat Bandar Petalangan penelitian ini merupakan masukan 

yang dapat digunakan untuk perbaikan dalam penyempurnaan pelaksanaan 

akuntansi keuangan. 

3. Bagi penelitian, sebagai referensi untuk penelitian sejenis bagi peneliti dimasa 

yang akan datang. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui secara garis besar penyusunan skripsi  ini, maka penulis 

membaginya dalam 5 bab seperti yang diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai 

berikut :  
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BAB I  :   Pendahuluan 

Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II :   Telaah Pustaka dan Hipotesis 

Bab ini membahas teori-teori yang berkaitann dengan pembahasan 

proposal ini antara lain Pengertian Akuntansi, Pengertian Kuntansi 

Keuangan Daerah, Tujuan Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem 

Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah, 

Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah, Lingkungan Akuntansi 

Keuangan Daerah, Perbedaan Akuntansi Keuangan Daerah dengan 

Akuntansi Perusahaan, Siklus Akuntansi Keuangan Daerah, 

Peraturan-peraturan Pemerintahan Daerah. 

BAB III :   Metode Penelitian 

Bab ini membahas tentang lokasi/objek penelitian, jenis data dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV :   Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan tentang sejarah kantor Camat, Visi dan 

Misi, Struktur Organisasi dan hasil pembahasan penelitian yang 

dilakukan peneliti. 

BAB V :   Simpulan dan Saran 

Bab ini menyimpulkan dari hasil penelitian dan pengajuan saran-

saran. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Telaah Pustaka 

Akuntansi ditinjau dari perkembangannya selalu mengalami peningkatan 

baik sistem maupun aspek kinerja akuntansi itu sendiri. Hal ini dapat dari semakin 

meningkatnya penggunaan sistem akuntansi yang sesuai dan dapat diterima umum 

dalam pelaksanaan pembangunan dan perekonomian Negara yang khususnya 

tercermikan dari pengolaan keuangan pemerintahan. Berikut penjelasan mengenai 

akuntansi keuangan daerah. 

2.1.1 Pengertian Akuntansi 

Menurut Agoes (2010:2), akuntansi adalah sistem informasi yang 

menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas  

ekonomi dan kondisi perusahaan. 

Menurut Wild, ddk (2014:3), akuntansi adalah sistem informasi dan 

pengukuran yang mendefinisikan, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi yang 

relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan tentang kegiatan bisnis organisasi. 

Menurut Surwadjono (2015:10), akuntansi adalah perangkat yang 

mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif 

unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan Negara tertentu dan cara penyampaian 

(pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan 

dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. 
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Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) akuntansi sebagai proses identifikasi, 

pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian 

keuangan, serta penginterpretasian atas hasilnya. 

Dapat disimpulkan akuntansi adalah proses pengukuran yang melibatkan 

pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran setiap transaksi bisnis yang terjadi 

dalam kegiatan bisnis yang dikomunikasikan melalui laporan keuangan selama 

periode tertentu bagi pengguna yang membutuhkan. 

2.1.2 Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah 

Menurut Erlina (2015:3), akuntansi keuangan daerah  adalah akuntansi yang 

digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas ekonomi di lingkungan 

pemerintah daerah, akuntansi keuangan daerah ini diperlukan sejalan dengan 

semangat otonomi daerah yang harus mengelola keuangan daerah secara terpisah dari 

pemerintahan pusat dan sekaligus melaporkan hasilnya secara transparan kepada 

publik.  

Menurut Halim (2012:40), akuntansi daerah adalah proses 

pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi 

(keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, dan provinsi) yang 

dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh 

pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota dan provinsi) yang 

memerlukan. Pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan informasi 

yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah antara lain: DPRD (Dewan 
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Perwakilan Rakyat Daerah), BPK (Badan Pengawas Keuangan), investor, kreditor, 

donator, analis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah, rakyat, pemerintah pusat 

dan daerah (kabupaten, kota dan provinsi). 

2.1.3 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Daerah 

Menurut Sujarweni (2015:90), tujuan dan fungsi dari laporan keuangan 

daerah adalah: 

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan yang 

menyangkut ekonomi, social, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban 

dan pengelolaan organisasi pemerintah. 

2. Untuk memberi informasi yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja 

manajerial dan organsasional. 

2.1.4 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah 

2.1.4.1 Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan Daerah 

Menurut Halim (2012:44), akuntansi adalah proses pengidentifikasian, 

pengukuran, dan peaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi. Ada 

beberapa macam sistem yang dapat digunakan yaitu: 

1. Single Entry 

Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku 

saja.Dalam system ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan 

mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat 

pada sisi  pengeluaran. 
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2. Double Entry 

Sistem pencatatan double entry juga sering disebut tata buku berpasangan. 

Pencatatan dengan sistem ini ada sisi debet dan kredit. Setiap pencatatan harus 

menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. 

3. Triple Entry 

Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan 

menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan pencatatan pada 

buku anggaran. Oleh sebab itu, sementara sistem pencatatan double entry 

dijalankan, sub bagian pembukuan (bagian keuangan) pemerintah juga mencatat 

transaksi tersebut akan berefek pada sisi anggaran. 

Entry artinya setiap transaksi ekonomi dicatat dua kali pencatatan. Akuntansi 

keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan (double) dinamakan 

menjurnal, pencatatan harus menjaga persamaan dasar akuntansi, kedua sisi harus 

seimbang. 

2.1.4.2 Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah 

Definisi pengakuan dalam akuntansi menurut SAP adalah proses penetapan 

terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan 

akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur asset, kewajiban, 

ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan LO, dan beban. 

Sebagimana akan termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang 

bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-

pos laporan keuangan yang terpengaruhi oleh kejadian atau peristiwa terkait. 
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Menurut Halim dan Kusufi (2014:41), dasar akuntansi dibagi menjadi 4, 

yaitu: 

1. Basis Kas (Cash Basis) 

Basis kas merupakan basis akuntansi yang paling sederhana.Menurut basis ini, 

transaksi diakui/dicatat apabila menimbulkan perubahan atau berakibat pada 

kas, yaitu menaikkan atau menurunkan kas. Apabila suatu transaksi ekonomi 

tidak berpengaruh pada kas, maka transaksi tersebut akan dicatat. 

2. Basi akrual (Accrual Basis) 

Basis akrual adalah suatu metode perbandingan antara pendapatan dengan 

beban, pendapatan dilaporkan pada saat uang telah diterima dan beban 

dilaporkan pada terjadinya transaksi dan beban dilaporkan pada saat beban 

tersebut diperlukan untuk  menghasilkan pendapatan usaha. 

3. Basis Kas Modifikasian (Modified Cash Basis) 

Basis ini mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan 

penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual. 

4. Basis Akrual Modifikasian (Modified Accrual Basis) 

Basis ini mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-

transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar 

transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi pertimbangan 

kepraktisan. 

2.1.5 Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah 

Menurut Halim dan Muhamad (2012:40-41) mengemukakan bahwa: 
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Seluruh informasi dan data-data yang disusun dalam laporan keuangan yang 

dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah akan digunakan oleh berbagai pihak 

eksternal, yaitu pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang berkepentingan 

terhadap pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung biasanya disebut 

sebagai Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang meliputi: 

1. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) 

DPRD adalah badan yang memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk 

mengelola keuangan daerah. 

2. BPK (Badan Pengawas Keuangan) 

BPK adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan 

daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang termasuk dalam badan ini 

adalah: Inspektorat Jendral dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

3. Investor, Kreditur, dan Donatur 

Badan atau organisasi baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun lainnya baik 

dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi 

pemerintah daerah. 

4. Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah 

Yaitu pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan 

pemerintah daerah, seperti: lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi 

beserta akademisnya), ilmuwan, peneliti, konsultan, LSM, dan lain-lain. 
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5. Rakyat  

Rakyat disini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada 

aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah 

atau yang menerima produk atau jasa pemerintah daerah. 

6. Pemerintah Pusat 

Pemerintah pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk 

menilai pertanggung jawaban Gubernur sebagai wakil pemerintah. 

7. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten atau Kota) 

Pemerintah daerah saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam hal 

melakukan pinjaman. 

2.1.6 Perbedaan antara  Akuntansi Keuangan Daerah dengan Akuntansi 

Perusahaan 

Karakteristik organisasi pemerintahan berbeda dengan organisasi perusahaan 

atau komersial. Hal ini berimplikasi pula terhadap praktek akuntansi yang berlaku di 

kedua organisasi tersebut. Berikut perbedaan antara akuntansi pemerintahan dan 

akuntansi perusahaan : 

Tabel 2.1 

Perbedaan antara Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Perusahaan 

 

No Akuntansi Perusahaan Akuntansi Pemerintahan 

1 

 

 

 

 

 

Akuntansi perusahaan mempunyai 

laporan laba rugi, laporan 

perubahan modal, dan laporan arus 

kas. 

 

 

Akuntansi pemerintah tidak 

mempunyai laporan laba rugi, namun 

sebagai gantinya pada terhadap 

laporan operasional dan laporan 

realisasi anggaran. 
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2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

Sumber pendapatan akuntansi 

perusahaan berasal dari penjualan 

barang dan jasa. 

 

 

Akuntansi perusahaan pihak yang 

berwenang untuk mengaudit 

laporan keuangan adalah akuntan 

publik. 

 

Akuntansi perusahaan tunduk pada 

Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) yang dirancang oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI). 

 

 

Pertanggungjawaban laporan 

keuangan perusahaan ditujukan 

kepada pemegang saham dan 

kreditur. 

 

Dasar pencatatan akuntansi 

perusahaan adalah basis akrual. 

Akuntansi pemerintahan pendapatan 

berasal dari penetapan-penetapan 

peraturan secara hukum, misalnya 

adalah pajak. 

 

Akuntansi pemerintahan pihak yang 

berwenang memeriksa laporan 

keuangan adalah Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK). 

 

Akuntansi pemerintahan tunduk pada 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

yang dirancang oleh Komite Standar 

akuntansi Pemerintah (KSAP) dan 

diatur dalam PP No 71 Tahun 2010. 

 

Pertanggungjawaban laporan 

keuangan pemerintah ditujukan 

kepada parlemen dan masyarakat luas. 

 

 

Dasar pencatatan akuntansi 

pemerintahan adalah basis kas. 

 

2.1.7 Siklus Akuntansi Keuangan Daerah 

Pada dasarnya Akuntansi Keuangan Daerah mengikuti siklus akuntansi. 

Yang dimaksud siklus akuntansi adalah proses penyusunan laporan keuangan yang 

dapat dipertanggung jawabkan dan diterima. 

Menurut Halim dan Muhammad (2012:57-80), tahapan-tahapan atau siklus 

akuntansi adalah: 
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1. Bukti transaksi 

Bukti transaksi adalah seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi 

keuangan. Jika tidak ada transaksi keuangan, tidak akan ada bukti transaksi yang 

perlu dilacak. 

2. Jurnal transaksi 

Setelah transaksi sudah terjadi dan bukti transaksi sudah tersedia, langkah 

selanjutnya adalah mencatat transaksi tersebut kedalam jurnal organisasi tersebut. 

Dalam mendebet dan mengkreditkan akun harus seimbang. 

3. Buku besar 

Entri jurnal kemudian diposting ke dalam buku besar dimana ringkasan semua 

transaksi ke masing-masing akun dapat dilihat. 

4. Neraca saldo 

Neraca saldo adalah ringakasan dari akun transaksi beserta saldonya yang 

berguna sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan 

evaluasi. 

5. Jurnal penyesuaian 

Pada akhir periode akuntansi suatu organisasi, jurnal penyesuaian harus diposting 

ke akun-akun tertentu pada akhir periode akuntansi agar sesuai dengan kondisi 

sebenarnya berdasarkan akuntansi akrual sehingga suatu organisasi dapat 

membuat laporan keuangan. 
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6. Laporan keuangan 

Laporan keuangan pemerintah daerah jika mengacu pada SAP Nomor 1 terdiri 

dari 2 hal, yaitu laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan. Sehingga 

seluruh komponen laporan keuangan pemerintah daerah antara lain: 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 adalah 

laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan 

pemakaian sumber daya keuangan, yang dikelola oleh pemerintah 

pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan 

realisasinya dalam satu periode pelaporan. 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL) 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih berdasarkan PP Nomor 71 tahun 

2010 adalah laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi 

kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingka 

dengan tahun sebelumnya. 

c. Neraca 

Neraca (PP Nomor 71 tahun 2010) adalah jenis laporan keuangan pemerintah 

yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 

asset, kewajiban, dan ekuitas, pada tanggal tertentu. 

d. Laporan Operasional (LO) 

Menurut PP Nomor 71 tahun 2010 laporan operasional adalah jenis laporan 

keuangan pemerintah pusat/daerah yang menyajikan ikhtisar sumber daya 



18 
 

 

ekonomi, yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh 

pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 

dalam satu periode pelaporan. 

e. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas 

operasi, investasi, pendanaan, transitoris yang menggambarkan saldo awal 

penerimaan pusat/daerah selama periode tertentu. 

f. Laporan Perubahan Ekuitas 

Berdasarkan SAP Nomor 1 laporan perubahan ekuitas menyajikan pos-pos 

diantaranya yaitu: ekuitas awal, surplus atau defisit pada periode 

bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi 

ekuitas, koreksi mendasar dari persediaan periode sebelumnya, perubahan 

nilai asset tetap, dan ekuitas akhir. 

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

Berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 CaLK merupakan jenis laporan 

keuangan pemerintah yang memuat catatan atas laporan keuangan, meliputi 

penjelasan naratif atau rinci dari angka yang tertera dalam laporan realisasi 

anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan 

ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. 
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7. Jurnal penutup 

Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk 

menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun 

tersebut akan menjadi 0 (nol) pada awal periode akuntansi. 

2.1.8 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Dalam menjalan aktivitas keseharian yang berhubungan dengan keuangan 

harus dilandasi dengan segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik 

itu pusat maupun daerah. 

Berikut peraturan-peraturan yang berhubungan dengan akuntansi daerah: 

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 13 Tahun 2006  tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tak 

lagi tertumpu atau mengandalkan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah 

(Setda) Kabupaten/Kota saja. Tapi,dalam Pemendagri itu juga disebutkan, 

setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) kini wajib menyusun dana 

melaporkan posisi keuangannya, yang kemudian dikoordinasikan dengan 

Bagian Keuangan. 

2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, semua hak 

dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu 

baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 

3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 

perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban 
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keuangan Negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang 

ditetapkan dalam APBN dan APBD. 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan,penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dapat 

dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah dapat menerapkan SAP berbasis kas 

menuju akrual paling lambat tahun anggaran 2015. Selain mengatur SAP 

berbasis akrual, PP Nomor 71 Tahun 2010 juga mengatur SAP berbasis kas 

menuju akrual yang saat  ini masih digunakan oleh seluruh entitas. 

2.2 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengemukakan hipotesis yaitu Diduga 

Penerapan Akuntansi Pemerintahan pada Camat Bandar Petalangan Kabupaten 

Pelalawan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten 

Pelalawan. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Untuk menunjang penelitian ini, jenis data yang digunakan dalam penelitian 

ini dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, berupa wawancara 

lisan pada bagian keuangan mengenai proses penyusunan keuangan daerah, 

proses penyusunan pencatatan keuangan daerah, proses pengesahan keuangan 

daerah, proses pengawasan keuangan daerah, serta proses pengesahan 

perhitungan keuangan daerah. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Kantor Camat Bandar Petalangan 

Kabupaten Pelalawan dalam bentuk jadi, seperti visi dan misi  Kantor Camat 

Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, struktur organisasi, dan bukti 

pencatatan laporan keuangan Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten 

Pelalawan. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dan berbagai keterangan yang diperlukan 

sehubungan dengan penelitian ini digunakan teknik sebagai berikut : 

1. Wawancara, yaitu dengan mengadakan langsung dengan staf bagian keuangan 

pada kantor Camat Bandar Petalangan mengenai aktivitas, sejarah 

perkembangan, kebijakan operasional, serta kebijakan dibidang akuntansi. 

2. Dokumentasi, yaitu dengan melakukan pengutipan secara langsung data-data 

yang dimiliki kantor Camat Bandar Petalangan seperti visi misi, struktur 

organisasi dan laporan keuangan. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian pada Kantor 

Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ini maka penulis melakukan analisis 

data menggunakan metode deskriptif yaitu metode penelitian dengan cara 

mengumpulkan data, dikelompokkan kemudian disusun agar dapat diteliti 

berdasarkan teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas 

untuk kemudian diambil suatu kesimpulan yang disajikan dalam bentuk skripsi.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   

4.1 Gambaran Umum Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten 

Pelalawan 

Kecamatan Bandar Petalangan merupakan salah satu kecamatan di 

Kabupaten Pelalawan dengan luas wilayah ± 36.996,29 Ha, mempunyai  11 Desa 

dengan pusat pemerintah berada di Desa Rawang Empat, 11 Desa tersebut yaitu : 

1. Kuala Sumundam 

2. Rawang Empat 

3. Tambun 

4. Terbangiang 

5. Lubuk Terap 

6. Angkasa 

7. Sialang Godang 

8. Lubuk Raja 

9. Sialang Bungkuk 

10. Lubuk Keranji Timur 

11. Air Terjun 



24 
 

 
 

Kecamatan Bandar Petalangan juga memiliki batas-batas wilayah yang dapat 

membedakan mana-mana yang terasuk dalam wilayah kecamatan Bandar Petalangan 

dan mana yang tidak termasuk. Batas-batas wilayahnya yaitu : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sialang Godang 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kuala Sumundam 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Terbangiang 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Angkasa 

Kecamatan Bandar Petalangan sebagian besar penduduknya bermata 

pencarian sebagai Petani, disamping itu juga ada bekerja di sektor pemerintahan baik 

itu Pegawai Negeri Sipil, Pensiun Pegawaui Negeri Sipil, di samping itu juga ada 

yang bekerja sebagai Pedagang dan lain sebagainya. 

Mengenai agama yang dianut oleh penduduk Kecamatan Bandar Petalangan 

adalah agama  yang diakui oleh Pemerintah. Namun mayoritas penduduk Kecamatan 

Bandar Petalangan adalah beragama Islam, dan sarana tempat ibadah diwilayah 

Kecamatan Bandar Petalangan yang ada hanya dua tempat ibadah saja yaitu Masjid 

dan Gereja. 

4.1.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Bandar Petalangan  

Pemerintah Kecamatan merupakan  perangkat daerah kabupaten atau kota 

yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat, 

sebagaimana setiap organisasi tertentu mempunyai struktur organisasi yang 
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menunjukkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab untuk setiap bagian. 

Adapun struktur organisasi Kecamatan Bandar Petalangan sebagai berikut : 

Gambar 4.1 

Struktur Pegawai 

Kantor Camat Bandar Petalangan 

Pemerintah Kabupaten Pelalawan

 
4.1.2 Uraian Tugas Pemerintah  Kecamatan Bandar Petalangan 

Adapun tugas masing masing pegawai Kantor Camat Bandar Petalangan, 

diantaranya yaitu : 

 

 

CAMAT 

FAISAL, S.STP 

KASI 
TRANTIB 

SABARUDDIN, 
S.Pd.M.Pd 

KASI PEL 
UMUM 

BAYORA 
ANGELA, S.Sos 

KASI 
KESSOS 
MISRINAH, 

SE 

KASI 
PPMD 

YURNADIAS, 
SP 

KASI PEM 

RUSDI 

SEKRETARIS 
CAMAT 

ZAKIRMAN, SH 

SUB UM & 
KEPEG (P3B) 

WANNELFA 
HELMI, SE 

SUB 
KEUANGAN 

AFRIDINATA, 
S.Sos 



26 
 

 
 

1. Camat 

Camat merupakan Pimpinan Kecamatan dan sebagai perangkat daerah 

Kabupaten atau Kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan 

Pemerintah diwilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

sekretaris daerah Kabupaten atau Kota. Camat juga menyelenggarakan tugas 

umum Pemerintah yaitu : 

a. Mengkoordinasikan  kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum 

c. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undang 

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan Prasarana fasilitas Pelayanan umum 

e. Mengkoordinasikan menyelenggarakan kegiatan Pemerintah ditingkat 

Kecamatan 

f. Membina penyelenggara Pemerintah Desa atau Kelurahan 

g. Melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat yang menjadi ruang 

lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau 

Kelurahan. 

2. Sekretaris Camat 

a. Perencanaan dan pengendalian serta evaluasi administrasi perkantoran 

b. Melaksanakan urusan administrasi keuangan 

c. Pengendalian surat-surat dan nota dinas 

d. Pengendalian urusan perlengkapan 
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e. Pengendalian urusan rumah tangga 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan camat 

3. Kasi Pemerintahan 

a. Merencanakan perkembangan dan melaksanakan urusan ekonomi daerah 

b. Melaksanakan tugas pemerintah pusat 

c. Merencanakan dan melaksanakan  pembinaan pemerintah kelurahan 

d. Melaksanakan administrasi kependudukan dan capil 

e. Melaksanakan administrasi monografi dan peta wilayah kecamatan dan 

kelurahan 

f. Melaksanakan pembinaan social politik 

g. Melaksanakan tertib administrasi pertahanan 

h. Mengerjakan buku harian camat 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan camat.. 

4. Kasi Pelayanan Umum 

a. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan umum baik internal maupun 

ekternal 

b. Merumuskan dan melaksanakan bidang kekayaan dan inventarisasi 

c. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan bidang k3 seta sarana dan 

prasarana umum 

d. Melaksanakan pelayanan bidang kepegawaian 

e. Pelayanan pajak bumi dan bangunan 

f. Pelayanan pendapatan daerah 
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g. Pelayanan bidang penerangan 

h. Pelayanan kebersihan kantor 

i. Pelayanan dan persiapan apel atau upacara 

j. Pelayanan ketatausahaan kantor dan arsip 

k. Pelayanan tamu-tamu camat 

l. Tugas-tugas lain yang diberikan camat. 

4.1.3   Visi dan Misi 

Adapun visi dan misi yang terdapat pada pemerintahan Camat Bandar 

Petalangan, yaitu: Visi “TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA DI 

KECAMATAN BANDAR PETALANGAN”. Untuk mencapai visi tersebut 

Pemerintah Camat Bandar Petalangan akan menjalan beberapa misi, yaitu : 

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional di Bidang Pelayanan. 

2. Muwujudkan Kualitas dan Kuantitas Sarana yang memadai. 

3. Mewujudkan Moetode Kerja yang cepat dan tepat. 

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.2.1  Penerapan Akuntansi Keuangan pada Kantor Camat Bandar Petalangan 

Kabupaten Pelalawan 

4.2.1.1Pengakuan Pendapatan dan Beban 

Dalam penyusunan laporan keuangan pada Kantor Camat Bandar Petalangan 

berbasis kas untuk pengakuan pendapatan (pendapatan asli daerah, pendapatan 
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transfer dan lain-lain pendapatan yang sah), belanja (belanja operasi, belanja modal, 

belanja tak terduga dan transfer) dan pembiayaan (penerimaan pembiayaan dan 

pengeluaran pembiayaan) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual 

untuk pengakuan aset (aset lancar dan aset tetap), kewajiban (kewajiban jangka 

pendek dan kewajiban jangka panjang) dan ekuitas (ekuitas dan lancar dan ekuitas 

dana investasi) dalam Neraca. 

4.2.1.2 Proses Akuntansi 

Proses akuntansi pada Kantor Camat Bandar Petalangan dimulai dari 

pencatatan pada buku kas umum. Pencatatan tersebut terdapat dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu sebagai berikut : 

1) Transaksi dicatat dalam buku kas umum, penerimaan kas dicatat dalam kolom 

penerimaan kas dan pengeluaran kas dicatat dalam kolom pengeluaran kas. 

Contoh transaksi sebagai berikut : 

03 Nov 2017 : Diterima SP2D/LS Nomor 5246/SP2D/2017 pembayaran gaji 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Camat Bandar Petalangan 

bulan November 2017 kode rekening 5.1.1.01.01 sebesar 

Rp79.020.482, dengan rincian sebagai berikut : 

- Gaji pokok PNS   Rp57.402.800 

- Tunjangan keluarga   Rp  6.900.150 

- Tunjangan jabatan   Rp  6.950.000 

- Tunjangan fungsional umum  Rp  1.275.000 
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- Tunjangan beras   Rp  4.562.460 

- Pembulatan gaji   Rp           985 

- Iuran asuransi kesehatan  Rp  1.929.087 

14 Nov 2017 : Dibayarkan biaya Matrai Kantor Camat Bandar Petalangan Bulan 

November kode rekening 5.2.2.01.04 sebesar Rp1.075.000 

14Nov 2017:Dibayarkan biaya Alat Kebersihan Kantor Camat Bandar 

Petalangan Bulan November kode rekening 5.2.2.01.05 sebesar 

Rp5.057.900 

Berdasarkan transaksi-transaksi di atas Kantor Camat Bandar Petalangan 

Kabupaten Pelalawan mencatat transaksi tersebut ke dalam Buku Kas Umum seperti 

berikut ini : 

A. Buku Kas Umum 

Tabel 4.1 

Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan 

Buku Kas Umum 

November 2017 

Tgl 
No. 

Bukti 
Uraian 

Kode 

Rek 

Penerimaan 

(Rp) 

Pengeluaran 

(Rp) 

03 

Nov 

2017 

 

5246/SP2D/

2017 

Diterima SP2D 

LS 

 

Gaji pokok 

PNS/ uang 

representasi 

Tunjangan 

keluarga 

Tujangan 

jabatan 

Tunjangan 

fungsional 

 

 

 

5.1.1.01.01 

 

 

5.1.1.01.02 

 

5.1.1.01.03 

 

5.1.1.01.05 

 

79.020.482 

 

 

 

 

 

57.402.800 

 

 

6.900.150 

 

6.950.000 

 

1.275.000 
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umum 

Tunjangan 

beras 

Pebulatan gaji 

Iuran asuransi 

kesehatan 

 

5.1.1.01.06 

 

5.1.1.01.08 

5.1.1.01.09 

 

4.562.460 

 

985 

1.929.087 

03 

Nov 

2017 

5251/SP2D/

2017 

Diterima oleh 

bendahara 

untuk Belanja 

LS 

 

Dibayarkan 

honorarium jasa 

kebersihan 

Kantor Camat 

Bandar 

Petalangan 

bulan Oktober 

2017 

 

  

 

 

 

5.2.1.02.02 

18.720.000  

 

 

 

 

18.720.000 

30 

Nov 

2017 

5503/SP2D/

2017 

Diterima GU 

Bulan 

November 2017 

 77.277.100  

Sumber: Kantor Camat Bandar Petalangan 

B. Jurnal Umum 

Selanjutnya Kantor Camat Bandar Petalanngan membuat jurnal umum untuk 

mencatat transaksi pembayaran gaji, penerimaan kas untuk bendahara pengeuaran, 

pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran, jurnal finansial dan jurnal anggaran. 

Semuanya digabung digabung di dalam jurnal umum seperti berikut :  
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Tabel 4.2 

Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan 

Jurnal Umum 

November 2017 

Tgl 
No. 

Bukti 
Uraian 

Kode. 

Rek 

Debet 

(Rp) 

Kredit 

(Rp) 

03 

Nov 

2017 

5246/

SP2D/

2017 

Gaji Pokok PNS/Uang 

Representasi-LO 

Tunjangan Keluarga-

LO 

Tunjangan Jabatan-LO 

Tunjangan Fungsional 

Umum-LO 

Tunjangan Beras-LO 

Pembulatan Gaji-LO 

Iuran Asuransi 

Kesehatan-LO 

     RK PPKD 

 

 

Gaji Pokok PNS/Uang 

Representasi 

Tunjangan Keluarga 

Tunjangan Jabatan 

Tunjangan Fungsional 

Umum 

Tunjangan Beras 

Pembulatan Gaji 

Iuran Asuransi 

Kesehatan 

     Estimasi Perubahan 

SAL 

9.1.1.01.01 

 

9.1.1.01.02 

 

9.1.1.01.03 

9.1.1.01.05 

 

9.1.1.01.06 

9.1.1.01.08 

9.1.1.01.09 

 

3.1.3.01.01 

 

 

5.1.1.01.01 

 

5.1.1.01.02 

5.1.1.01.03 

5.1.1.01.05 

 

5.1.1.01.06 

5.1.1.01.08 

5.1.1.01.09 

 

3.1.2.05.01 

57.402.800 

 

6.900.150 

 

6.950.000 

1.275.000 

 

4.562.460 

985 

1.929.087 

 

 

 

 

57.402.800 

 

6.900.150 

6.950.000 

1.275.000 

 

4.562.460 

985 

1.929.087 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79.020.482 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79.020.482 

03 

Nov 

2017 

5251/

SP2D/

2017 

Honorarium jasa 

kebersihan 

RK PPKD 

 

 

Honorarium jasa 

kebersihan 

     Estimasi perubahan 

SAL 

9.2.1.02.06 

 

3.1.3.01.01 

 

 

5.2.1.02.06 

 

3.1.2.05.01 

18.720.000 

 

 

 

 

18.720.000 

 

 

18.720.000 

 

 

 

 

18.720.000 

14 0001/ Beban Matrai 9.2.2.01.04 1.075.000  
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Nov 

2017 

BP/XI

/2017 

Beban Air 

Beban Listrik 

Beban Listrik 

Beban Alat Kebersihan 

Beban ATK  

Beban Cetak 

Beban Penggandaan 

fotocopy 

Beban Surat Kabar 

Beban Makan dan 

Minuman rapat 

Beban Makan dan 

Minum Tamu 

Beban Makan dan 

Minum Kantor Lurah 

Beban BBM 

Beban Jasa Service 

kendaraan 

Beban Suku Cadang 

Beban pemeliharaan 

peralatan dan 

perlengkapan  

Beban Alat Listrik dan 

Elektronik 

Beban BBM 

Beban Spanduk 

Beban Honorarium 

Beban ATK PKK 

Beban Hadiah Lomba 

Beban Transportasi 

Beban Makan dan 

Minum PKK 

    Kas dibendahara 

pengeluaran 

9.2.2.03.02 

9.2.2.03.03 

9.2.2.03.03 

9.2.2.01.05 

9.2.2.01.01 

9.2.2.06.01 

9.2.2.06.02 

 

9.2.2.03.05 

9.2.2.11.02 

 

9.2.2.11.02 

 

9.2.2.11.02 

 

9.2.2.01.06 

9.2.2.05.01 

 

9.2.2.05.02 

9.2.2.20.12 

 

 

9.2.2.01.03 

 

9.2.2.01.06 

9.2.2.01.12 

9.2.1.02.06 

9.2.2.01.01 

9.2.2.02.15 

9.2.2.03.12 

9.2.2..11.07 

 

1.1.1.03.01 

1.700.000 

1.708.000 

502.000 

5.057.900 

15.770.200 

7.960.000 

1.092.000 

 

600.000 

6.200.000 

 

4.099.000 

 

3.025.000 

 

2.020.000 

525.000 

 

700.000 

2.133.000 

 

 

2.580.000 

 

1.980.000 

2.000.000 

8.400.000 

1.400.000 

3.350.000 

900.000 

2.500.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.277.100 

  Belanja Matrai 

Belanja Air 

Belanja Listrik 

Belanja Listrik 

Belanja Alat 

Kebersihan 

Belanja ATK  

Belanja Cetak 

5.2.2.01.04 

5.2.2.03.02 

5.2.2.03.03 

5.2.2.03.03 

5.2.2.01.05 

 

5.2.2.01.01 

5.2.2.06.01 

1.075.000 

1.700.000 

1.708.000 

502.000 

5.057.900 

 

15.770.200 

7.960.000 
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Belanja Penggandaan 

fotocopy 

Belanja Surat Kabar 

Belanja Makan dan 

Minuman rapat 

Belanja Makan dan 

Minum Tamu 

Belanja Makan dan 

Minum Kantor Lurah 

Belanja BBM 

Belanja Jasa Service 

kendaraan 

Belanja Suku Cadang 

Belanja pemeliharaan 

peralatan dan 

perlengkapan  

Belanja Alat Listrik dan 

Elektronik 

Belanja BBM 

Belanja Spanduk 

Belanja Honorarium 

Belanja ATK PKK 

Belanja Hadiah Lomba 

Belanja Transportasi 

Belanja Makan dan 

Minum PKK 

    Estimasi perubahan 

SAL 

5.2.2.06.02 

 

5.2.2.03.05 

5.2.2.11.02 

 

5.2.2.11.02 

 

5.2.2.11.02 

 

5.2.2.01.06 

5.2.2.05.01 

 

5.2.2.05.02 

5.2.2.20.12 

 

 

5.2.2.01.03 

 

5.2.2.01.06 

5.2.2.01.12 

5.2.1.02.06 

5.2.2.01.01 

5.2.2.02.15 

5.2.2.03.12 

5.2.2..11.07 

 

3.1.2.05.01 

1.092.000 

 

600.000 

6.200.000 

 

4.099.000 

 

3.025.000 

 

2.020.000 

525.000 

 

700.000 

2.133.000 

 

 

2.580.000 

 

1.980.000 

2.000.000 

8.400.000 

1.400.000 

3.350.000 

900.000 

2.500.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.277.100  

30 

Nov 

2017 

 Kas dibendaara 

pengeluaran 

    RK PPKD 

1.1.1.03.01 77.277.100  

 

77.277.100 

Sumber: Kantor Camat Bandar Petalangan 

 Seharusnya Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan membuat 

jurnal secara terpisah antara jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas serta 

membedakan antara jurnal Finansial dan Jurnal Anggaran sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 sebagai berikut 
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Tabel 4.3 

Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan 

Jurnal Umum 

November 2017 

Tgl No Bukti Uraian 
Debet 

(Rp) 

Kredit 

(Rp) 

03 Nov 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5246/SP2D

/2017 
Jurnal Finansial 

Kas dibendahara pengeluaran 

SKPD 

   RK PPKD 

 

Jurnal Anggaran 

Tidak ada jurnal anggaran 

karena bukan merupakan 

transaksi pendapatan atau 

belanja (penerimanaan SP2D 

LS untuk pembayaran gaji 

induk PNS) 

 

 

79.020.482 

 

 

79.020.482 

03 Nov 

2017 

5246/SP2D

/2017 
Jurnal Finansial 

Beban Gaji PNS 

   Kas dibendahara 

pengeluaran SKPD 

 

Jurnal Anggaran 

Belanja Gaji PNS 

   Estimasi perubahan SAL 

 

79.020.482 

 

 

 

 

79.020.482 

 

 

 

79.020.482 

 

 

 

79.020.482 

03 Nov 

2017 

5251/SP2D

/2017 
Jurnal Finansial 

Kas dibendahara 

pengeleuaran SKPD 

   RK PPKD 

 

Jurnal Anggaran 

Tidak ada jurnal anggaran 

karena bukan merupakan 

transaksi pendapatan atau 

belanja(menerima SP2D LS 

untuk pembayaran honor jasa 

kebersihan) 

 

18.720.000 

 

 

 

18.720.000 

03 Nov 

2017 

5251/SP2D

/2017 
Jurnal Finansial 

Beban Honorarium jasa 

kebersihan 

 

18.720.000 
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    Kas dibendahara 

pengeluaran SKPD 

 

Jurnal Anggaran 

Belanja Honorarium jasa 

kebersihan 

    Estimasi perubahan SAL 

 

 

 

 

18.720.000 

18.720.000 

 

 

 

 

 

18.720.000 

14 Nov 

2017 

0001/BP/X

I/2017 
Jurnal Finansial 

Beban Matrai 

Beban Air 

Beban Listrik 

Beban Listrik 

Beban Alat Kebersihan 

Beban ATK  

Beban Cetak 

Beban Penggandaan 

fotocopy 

Beban Surat Kabar 

Beban Makan dan Minuman 

rapat 

Beban Makan dan Minum 

Tamu 

Beban Makan dan Minum 

Kantor Lurah 

Beban BBM 

Beban Jasa Service 

kendaraan 

Beban Suku Cadang 

Beban pemeliharaan 

peralatan dan perlengkapan  

Beban Alat Listrik dan 

Elektronik 

Beban BBM 

Beban Spanduk 

Beban Honorarium 

Beban ATK PKK 

Beban Hadiah Lomba 

Beban Transportasi 

Beban Makan dan Minum 

PKK 

    Kas dibendahara 

pengeluaran  

 

1.075.000 

1.700.000 

1.708.000 

502.000 

5.057.900 

15.770.200 

7.960.000 

1.092.000 

 

600.000 

6.200.000 

 

4.099.000 

 

3.025.000 

 

2.020.000 

525.000 

 

700.000 

2.133.000 

 

 

2.580.000 

1.980.000 

2.000.000 

8.400.000 

1.400.000 

3.350.000 

900.000 

2.500.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.277.100 
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Jurnal Anggaran 

Belanja Matrai 

Belanja Air 

Belanja Listrik 

Belanja Listrik 

Belanja Alat Kebersihan 

Belanja ATK  

Belanja Cetak 

Belanja Penggandaan 

fotocopy 

Belanja Surat Kabar 

Belanja Makan dan 

Minuman rapat 

Belanja Makan dan Minum 

Tamu 

Belanja Makan dan Minum 

Kantor Lurah 

Belanja BBM 

Belanja Jasa Service 

kendaraan 

Belanja Suku Cadang 

Belanja pemeliharaan 

peralatan dan perlengkapan  

Belanja Alat Listrik dan 

Elektronik 

Belanja BBM 

Belanja Spanduk 

Belanja Honorarium 

Belanja ATK PKK 

Belanja Hadiah Lomba 

Belanja Transportasi 

Belanja Makan dan Minum 

PKK 

    Estimasi perubahan SAL 

 

 

1.075.000 

1.700.000 

1.708.000 

502.000 

5.057.900 

15.770.200 

7.960.000 

1.092.000 

 

600.000 

6.200.000 

 

4.099.000 

 

3.025.000 

 

2.020.000 

525.000 

 

700.000 

2.133.000 

 

2.580.000 

 

1.980.000 

2.000.000 

8.400.000 

1.400.000 

3.350.000 

900.000 

2.500.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.277.100 

30 Nov 

2017 

 Jurnal Finansial 

Kas dibendahara pengeluaran 

SKPD 

    RK PPKD 

 

Jurnal Anggaran 

Tidak ada jurnal anggaran 

 

77.277.100 

 

 

 

77.227.100 
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karena bukan merupakan 

transaksi pendapatan atau 

belanja (menerima SP2D LS 

dari kuasa BUD untuk 

pengisian kas) 

Sumber : Data yang diolah penulis, 2020 

C. Buku Besar 

Selanjutnya Kantor Camat Bandar Petalangan memposting ke Buku Besar 

seperti berikut: 

Tabel 4.4 

Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan 

Buku Besar 

November 2017 

Tgl Uraian Ref 
Debet 

(Rp) 

Kredit 

(Rp) 

Saldo 

(Rp) 

14 Nov 

2017 

SPJ GU 0001/BP/XI

/2017 

 77.227.100 77.277.100 

30 Nov 

2017 

Pembayaran SPP 

GU 

 77.277.100  0 

Sumber:Kantor Camat Bandar Petalangan 

Tabel 4.5 

Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan 

Buku Besar 

November 2017 

Tgl Uraian Ref 
Debet 

(Rp) 

Kredit 

(Rp) 

Saldo 

(Rp) 

03 Nov 

2017 

Pembayaran gaji 

PNS Kator Camat 

Bandar Petalangan 

bulan November 

2017 

5246/SP2D/

2017 

 79.020.482 79.020.482 

03 Nov 

2017 

Dibayar 

honorarium jasa 

kebersihan 

5251/SP2D/

2017 

 18.720.000 97.740.482 

30 Nov 

2017 

Pembayaran SPP 

GU 

  77.277.100 175.017.582 

Sumber: Kantor Camta Bandar Petalangan 
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Tabel 4.6 

Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan 

Buku Besar 

November 2017 

Tgl Uraian Ref 
Debet 

(Rp) 

Kredit 

(Rp) 

Saldo 

(Rp) 

03 Nov 

2017 

Pembayaran Gaji 

Pokok PNS/Uang 

Representasi 

Kantor Camat 

Bandar Petalangan 

bulan November 

2017 

5246/SP2D/

2017 

57.402.800  57.402.800 

Sumber: Kantor Camat Bandar Petalangan 

D. Buku Besar Pembantu 

Setelah memposting ke Buku Besar, selanjutnya untuk mencatat rincian 

rekening tertentu digunakan Buku Besar Pembantu seperti berikut ini: 

Tabel 4.7 

Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan 

Buku Besar Pembantu 

November 2017 

Tgl 
No. 

Bukti 
Uraian Belanja LS 

Belanja 

TU 

Belanja 

UP/GU 
Jumlah 

03 

Nov 

2017 

5246/

SP2D/

2017 

Pembayaran 

Gaji 

PNS/Uang 

Representasi 

Kantor Camat 

Bandar 

Petalangan 

bulan 

November 

2017 

57.402.800   57.402.800 

Sumber: Kantor Camat Bandar Petalangan 
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Tabel 4.8 

Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan 

Buku Besar 

November 2017 

Tgl Uraian Ref 
Debet 

(Rp) 

Kredit 

(Rp) 

Saldo 

(Rp) 

03 Nov 

2017 

Dibayar 

honorarium jasa 

kebersihan  

5251/SP2D/

2017 

18.720.000  18.720.00 

Sumber: kantor Camat Bandar Petalangan 

E. Neraca Saldo 

Tabel 4.9 

Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan 

Buku Besar Pembantu 

November 2017 

No Kode Rek Nama Rekening 

Jumlah 

Debet 

(Rp) 

Kredit 

(Rp) 

1 1.1.1.02.01 Kas dibendahara penerimaan 0 0 

2 1.1.1.03.01 Kas dibendahara pengeluaran 0 0 

3 3.1.3.01.01 RK PPKD 0 175.017.582 

4 9.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang 

Representasi-LO 

57.402.800 0 

5 9.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga-LO 6.900.150 0 

6 9.1.1.01.03 Tujangan Jabatan-LO 6.950.000 0 

7 9.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum-LO 1.275.000 0 

8 9.1.1.01.06 Tunjangan Beras-LO 4.562.460 0 

9 9.1.1.01.08 Pembulatan Gaji-LO 985 0 

10 9.1.1.01.09 Iuran Jaminan Kesehatan-LO 1.929.087 0 

11 9.2.1.02.02 Honorarium Jasa Kebersihan 18.720.000 0 

12 5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNs/Uang 

Representasi 

57.402.800 0 

13 5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 6.900.150 0 

14 5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 6.950.000 0 

15 5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 1.275.000 0 

16 5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 4.562.460 0 

17 5.1.1.01.08 Tunjangan Gaji 985 0 

`18 5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 1.929.087 0 

19 5.2.1.02.02 Honorarium Jasa Kebersihan 18.720.000 0 

20 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 0 195.480.964 
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21 9.2.2.01.04 Beban Materai 1.075.000 0 

22 9.2.2.03.02 Beban Air 1.700.000 0 

23 9.2.2.03.03 Beban Listrik 1.708.000 0 

24 9.2.2.03.03 Beban Listrik 502.000 0 

25 9.2.2.01.05 Beban Alat Kebersihan 5.057.900 0 

26 9.2.2.01.01 Beban ATK 15.770.200 0 

27 9.2.2.06.01 Beban Cetak 7.960.000 0 

28 9.2.2.06.02 Beban Penggandaan Fotocopy 1.092.000 0 

29 9.2.2.03.05 Beban Surat Kabar 600.000 0 

30 9.2.2.11.02 Beban Makan dan Minum rapat 6.200.000 0 

31 9.2.2.11.02 Beban Makan dan Minum tamu 4.099.000 0 

32 9.2.2.11.02 Beban Makan dan Minum kantor 

lurah 

3.025.000 0 

33 9.2.2.01.06 Beban BBM  2.020.000 0 

34 9.2.2.05.01 Beban Jasa Service 525.000 0 

35 9.2.2.05.02 Beban Suku Cadang 700.000 0 

36 9.2.2.20.12 Beban pemeliharaan Peralatan dan 

Perlengkapan 

2.133.000 0 

37 9.2.2.01.03 Beban Alat Listrik dan Elektronik 2.580.000 0 

38 9.2.2.01.06 Beban BBM 1.980.000 0 

39 9.2.2.01.12 Beban Spanduk 2.000.000 0 

40 9.2.1.02.06 Beban Honorarium perangkat 

desa 

8.400.000 0 

41 9.2.2.01.01 Beban ATK PKK 1.400.000 0 

42 9.2.2.02.15 Beban Hadiah Lomba 3.350.000 0 

43 9.2.2.03.12 Beban Transportasi 900.000 0 

44 9.2.2.11.07 Beban Makan dan Minum PKK 2.500.000 0 

45 5.2.2.01.04 Belanja Matrai 1.075.000 0 

46 5.2.2.03.02 Belanja Air 1.700.000 0 

47 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 1.708.000 0 

48 5.2.2.03.03 Belanja Listrik 502.000 0 

49 5.2.2.01.05 Belanja Alat Kebersihan 5.057.900 0 

50 5.2.2.01.01 Belanja ATK 15.770.200 0 

51 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 7.960.000 0 

52 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan Fotocopy 1.092.000 0 

53 5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar 600.000 0 

54 5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum rapat 6.200.000 0 

55 5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum tamu 4.099.000 0 

56 5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum kantor 

lurah 

3.025.000 0 

57 5.2.2.01.06 Belanja BBM 2.020.000 0 
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58 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 525.000 0 

59 5.2.2.05.02 Belanja Suku Cadang 700.000 0 

60 5.2.2.20.12 Belanja pemeliharaan Peralatan 

dan Perlengkapan 

2.133.000 0 

61 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan 

Elektronik 

2.580.000 0 

62 5.2.2.01.06 Belanja BBM 1.980.000 0 

63 5.2.2.01.12 Belanja Spanduk 2.000.000 0 

64 5.2.2.02.06 Belanja Hororarium perangkat 

desa 

8.400.000 0 

65 5.2.2.01.01 Belanja ATK PKK 1.400.000 0 

66 5.2.2.02.15 Belanja Hadiah Lomba 3.350.000 0 

67 5.2.2.03.12 Belanja Transportasi 900.000 0 

68 5.2.2.11.07 Belanja Makan dan Minum PKK 2.500.000 0 

  Jumlah  370.498.546 370.498.546 

Sumber: Kantor Camat Bandar Petalangan 

F. Jurnal Penyesuaian 

Jurnal Penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode anggaran 

atau pada saat laporan keuangan akan disusun agar menghasilakan keterkaitan yang 

tepat antara pendapatan dan belanja/biaya. Untuk pendapatan dan biaya harus diakui 

pada periode akuntansi tertentu. Pendepatan dianggap telah diperoleh kalau jasa itu 

telah diserahkan kepada konsumen,meski kas belum diterima. Kantor Camat Bandar 

Petalangan Kabupaten Pelalawan membuat Jurnal Penyesuaian, tetapi hanya dicatat 

didalam Jurnal Umum seperti berikut ini: 
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Tabel 4.10 

Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan 

Jurnal Umum-Penyesuaian 

Desember 2017 

Tgl 
No. 

Bukti 
Uraian 

Kode. 

Rek 

Debet 

(Rp) 

Kredit 

(Rp) 

31 

Des 

2017 

 Beban Penyusutan 

Peralatan dan Mesin 

   Akumulasi 

Penyusutan Peralatan 

dan Mesin 

 

 1.638.905.936  

 

1.638.905.936 

 

31 

Des 

2017 

 Beban Penyusutan 

Gedung dan Bangunan 

   Akumulasi 

Penyusutan Gedung dan 

Bangunan 

 4.414.664.328  

 

4.414.664.328 

31 

Des 

2017 

 Beban Penyusutan Jalan 

Irigasi dan Jaringan 

   Akumulasi 

Penyusutan Jalan Irigasi 

dan Jaringan 

 256.939.578  

 

256.939.578 

Sumber: Kantor Camat Bandar Petalangan 

Melakukan Penyusutan Terhadap Aset Tetap 

Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan sudah melakukan 

penyusutan terhadap aset tetap. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 

Tahun 2013, metode penyusutan yang dapat digunakan adalah metode garis lurus, 

metode menurun ganda dan metode unit produksi. 

Yang termasuk aset tetap pada Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten 

Pelalawan adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan 

bangunan. Untuk menggambarkan teknik pencatatan penyusutan dalam akuntansi 
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pemerintah, dengan memilih salah satu metode yang sesuai aset tetap bersangkutan 

dicontohkan sebagai berikut: 

a. Penyusutan Peralatan dan Mesin 

Contoh pada Neraca aset tetap peralatan dan mesin Kantor Camat Bandar 

Petalangan Kabupaten Pelalawan tahun 2017 senilai Rp1.638.905.936,52 dan 

penyusutan ditaksir selama 5 tahun tanpa nilai residu. Penyusutan dihitung dengan 

menggunakan metode garis lurus. 

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat 

elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa 

manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. 

Untuk menghitung nilai penyusutan Peralatan dan Mesin adalah sebagai 

berikut: 

                    

 
 = Rp327.781.187,4 

Jurnal Penyesuaiannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan 

Jurnal Umum-Penyesuaian 

Desember 2017 

Tgl Keterangan 
Debet 

(Rp) 

Kredit 

(Rp) 

31 Des 

2017 

Beban Penyusutan Peralatan dan 

Mesin 

    Akumulasi Penyusutan Peralatan 

dan Mesin 

 

327.781.187,4 

 

 

327.781.187,4 

 

Sumber: Kantor Camat Bandar Petalangan 
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Maka nilai penyusutan pada peralatan dan mesin sebesar Rp327.781.187,4. 

Seharusnya Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan membuat 

jurnalny sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan 

Jurnal Umum 

Desember 2017 

Tgl Keterangan 
Debet 

(Rp) 

Kredit 

(Rp) 

01 Des 

2017 
Jurnal Finansial 

Peralatan dan Mesin 

    Kas dibendahara 

pengeluaran SKPD 

 

Jurnal Anggaran 

Belanja Modal Peralatan dan 

Mesin 

    Estimasi perubahan SAL 

 

 

1.638.905.936,52 

 

 

 

 

1.638.905.936,52 

 

1.638.905.936,52 

 

 

1.638.905.936,52 

Sumber: Data yang diolah penulis, 2020 

Tabel 4.13 

Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan 

Jurnal Penyesuaian 

November 2017 

Tgl Keterangan 
Debet 

(Rp) 

Kredit 

(Rp) 

31 Des 

2017 
Jurnal Finansial 

Beban Peralatan dan Mesin 

Akumulasi Peralatan dan 

Mesin 

 

Jurnal Anggaran 

Tidak ada jurnal anggaran 

karena bukan merupakan 

transaksi pendapatan atau 

belanja 

 

 

327.781.187,4 

 

327.781.187,4 

Sumber: Data yang diolah penulis, 2020 
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b. Penyusutan Gedung dan Bangunan 

Contoh pada asset tetap gedung dan bangunan Kantor Camat Bandar 

Petalangan Kabupaten Pelalawan tahun 2017 senilai Rp4.414.664.328,86 dan 

penyusutan ditaksir 5 tahun tanpa niai residu. Penyusutan dihitung denga 

menggunakan metode garis lurus. 

Penyusutan gedung dan bangunan pada Kantor Camata Bandar Petalangan 

Kabupaten Pelalawan tidaklah wajar. Karena menurut Undang-undang Pajak 

Penghasilan masa manfaat harta berwujud berupa gedung dan bangunan dibedakan 

menjadi 2 kelompok yaitu bangunan bersifat permanen dan bangunan bersifat tidak 

permanen. Bangunan bersifat permanen memiliki masa manfaat minimal 20 tahun 

dan bangunan bersifat tidak permanen memiliki masa manfaat minimal 10 tahun. 

Yang dimaksud dengan bangunan tidak permanen adalah bangunan yang bersifat 

sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat 

dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 tahun. Misalnya barak 

atau asrama yang terbuat dari kayu untuk karyawan. 

Seharusnya neraca asset tetap gedung dan bangunan Kantor Camat Bandar 

Petalangan Kabupaten Pelalawan tahun 2017 senilai Rp4.414.664.328,86 dan 

penyussutan ditaksir 25 tahun tanpa nilai residu karena bersifat permanen. 

Penyusutan dihitung dengan menggunakan meyode garis lurus. 
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Untuk menghitung nilai penyusutan Gedung dan Bangunan adalah sebagia 

berikut: 

                    

  
 = Rp176.586.573,2 

Jurnal Penyesuaiannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan 

Jurnal Umum-Penyesuaian 

Desember 2017 

Tgl Keterangan 
Debet 

(Rp) 

Kredit 

(Rp) 

31 Des 

2017 

Beban Penyusutan Gedung dan 

Bangunan 

Akumulasi Penyusutan Gedung 

dan Bangunan 

 

176.586.573,2  

176.586.573,2 

Sumber: Kantor Camat Bandar Petalangan 

Maka nilai penyusutan pada gedung dan bangunan sebesar Rp176.586.573,2. 

Seharusnya Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan 

membuat Jurnalnya sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan 

Jurnal Umum 

Desember 2017 

Tgl Keterangan 
Debet 

(Rp) 

Kredit 

(Rp) 

01 Des 

2017 
Jurnal Finansial 

Gedung dan Bangunan 

Kas di Bendahara Pengeluaran 

SKPD 

 

4.414.664.328,86 

 

 

 

 

4.414.664.328,86 
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Jurnal Anggaran 

Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan 

   Estimasi Perubahan SAL 

 

4.414.664.328,86 

 

 

 

4.414.664.328,86 

Sumber: Data yang diolah penulis, 2020 

Tabel 4.16 

Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan 

Jurnal Penyesuaian 

Desember 2017 

Tgl Keterangan 
Debet 

(Rp) 

Kredit 

(Rp) 

31 Des 

2017 
Jurnal Finansial 

Beban Penyusutan Gedung dan 

Bangunan 

Akumulasi Penyusutan Gedung 

dan Bangunan 

 

Jurnal Anggaran 

Tidak ada jurnal anggaran 

karena bukan merupakan 

transaksi pendapatan atau 

belanja 

 

 

176.586.573,2 

 

176.586.573,2 

Sumber: Data yang diolah penulis, 2020 

G. Laporan Keuangan 

Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan membuat Laporan 

Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010  seperti 

Laporan Realisasi Anggaran (Lampiran II), Neraca (Lampiran I), Laporan 

Operasional (Lampiran III), Laporan Perubahan Ekuitas (Lampiran IV), dan Catatan 

Atas Laporan Keuangan. 
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H. Jurnal Penutup 

Selanjutnya Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan 

membuat Jurnal Penutup, tetapi hanya dicatat didalam Jurnal Umum seperti berikut: 

Tabel 4.17 

Pemerintah Kabupaten Pelalawan Kecamatan Bandar Petalangan 

Jurnal Umum-Penutup 

Per 31 Desember 2017 

Tgl 
No. 

Bukti 
Uraian 

Kode. 

Rek 

Debit 

(Rp) 

Kredit 

(Rp) 

31 Des 

2017 

 Surplus/Defisit 4.3.7 3.801.016.301  

  Beban pegawai 

Beban barang 

Beban 

persediaan 

Beban jasa 

Beban 

pemeliharaan 

Beban 

perjalanan dinas 

Beban 

penyusutan dan 

amortisasi 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

 

4.3.4 

4.3.5 

 

4.3.6 

 

4.3.7 

 1.643.381.876 

0 

900.007.307 

 

718.489.000 

163.902.219 

 

127.788.000 

 

247.447.899 

Sumber: Kantor Camat Bandar Petalangan 

4.2.2 Prosedur Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas pada Kantor Camat 

Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan 

1. Prosedur Penerimaan Kas 

Untuk merealisasikan pendapatan retribusi pada OPD, pengguna anggaran 

menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan menyerahan kepada wajib retribusi 

dan bendahara penerimaan. Wajib retribusi dapat melakukan pembayaran melalui 
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bendahara penerimaan OPD atau menyetorkannya langsung ke kas daerah. Jika wajib 

retribusi membayar melalui bendahara penerimaan OPD, maka bendahara 

penerimaan SKPD membuatkan surat tanda bukti pembayran bagi wajib retribusi. 

Selanjutnya, bendahara penerimaan OPD membuat Surat Tanda Setoran 

(STS) dan menyetorkan uang ke kas daerah, STS diotorisasi oleh bank dan 

diserahkan kepada bendahara penerimaan OPD. Kemudian bank membuat nota kredit 

dan menyampaikan pada Bendahara Umum Daerah (BUD). 

Apabila pembayaran dilakukan oleh wajib retribusi langsung ke kas daerah, 

maka kas daerah membuatkan slip setoran sebanyak dua lembar yang diserahkan 

kepada wajib retribusi. Oleh wajib retribusi salah satunya diserahkan kepada 

bedahara penerimaan OPD, bendahara penerimaan membuat surat tanda bukti 

pembayaran dan menyerahkan kepada wajib retribusi. Selanjutnya bank membuat 

nota kredit dan menyampaikan kepada BUD. 

Jika pembayaran dilakukan wajib retribusi melalui bendahara penerimaan 

pembantu, maka alurnya sama dengan pembayaran melalui bendahara penerimaan 

OPD, namun seluruh bukti penyetoran dibuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) oleh 

bendahara penerimaan pembantu dan diserahkan ke bendahara penerimaan OPD 

paling lambat tanggal lima bulan berikutnya. 

Untuk penerimaan kas dari lain-lain PAD yang sah dan pendapatan lainnya 

oleh bendahara penerimaan OPD dibuatkan surat tanda bukti pembayaran dan 
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diserahkan pada pihak yang membayar. Selanjutnya, dibuat STS dan uang disetorkan 

ke bank kas daerah. Bank akan mengotorisasi STS tersebut dan menyerahkan kepada 

bendahara penerimaan OPD, dan bank membuat nota kredit dan menyampaikan 

kepada BUD.  

Berikut ini gambar siklus Penerimaan Kas pada Kantor Camat Bandar 

Petalangan Kabupaten Pelalawan : 

Dari siklus penerimaan kas dapat disimpulkan bahwa prosedur penerimaan 

kas yang dilakukan oleh Kantor Camat Bandar Bandar Petalangan untuk 

mempermudah pengontrolan dana yang diterima dan memudahkan pencatatan atas 

penerimaan kas yang dilakukan oleh Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten 

Pelalawan. 

2. Prosedur Pengeluaran Kas 

Berdasarkan SPAD yang diterima bendahara pengeluaran OPD membuat 

SPP-UP terdiri dari surat pengantar SPP-UP, ringkasan SPP-UP, perincian SPP-UP, 

salinan SPD, draf surat pernyataan untuk ditandatangani pengguna anggaran yang 

menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperuan selain 

uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD dan lampiran lain 

diperlukan. 

Selanjutnya, SPP-UP dibuat diserahkan kepada PPK-OPD untuk diperiksa 

kelengkapannya. Setelah diperiksa PPK-OPD membuat SPM-UP yang akan 
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diotorisasi oleh pengguna anggaran. Dari prosedur ini, bendahara pengeluaran OPD 

meregister SPP-UP dan PPK-OPD meregister SMP-UP. 

SPM-UP yang sudah diotorisasi diserahkkan kepada kuasa BUD, SPM-UP 

yang diterima oleh kuasa BUD diperiksa kelengkapannya, jika lengkap dibuat SP2D-

UP empat rangkap oleh kuasa BUD, yang didistribusikan kepada OPD sebanyak dua 

lembar. Dari dua lembar tersebut, satu deregister untuk keperluan PPK-OPD dan satu 

lagi untuk bendahara pengeluaran OPD. Sisa dua lembar lagi diserahkan kepada bank  

untuk pencairan dan bank akan memberikan nita debit kepada kuasa BUD sebanyak 

satu lembar, dan satu lembar nya lagi dijadikan arsip bagi kuasa BUD dan dicatat 

dalam register SP2D. 

Penerbitan SP2D dilakukan hanya sekali dalam setahun (Permendagri 

Nomor 55 Tahun 2008), untuk mmengganti uang persediaan diterbitkan SP2D-GU 

(ganti uang persediaan). Selanjutnya, uang yang diterima oleh bendahara pengeluaran 

OPD dicata pada buku kas umum dan buku simpanan/bank, dan kuasa BUD mencatat 

pengeluaran SP2D kedalam buku kas penerimaan dan pengeluaran. Selanjutnya, oleh 

bendahara pengeluaran OPD uang tersebut dibelanjakan sesuai dengan rencana 

penggunaan. 

Pada penerbitan SP2D-GU dan penerbitan SP2D-TU (tambah uang 

persediaan) prosedur yang digunakan sama dengan SP2D-UP namun dokumen untuk 

SPP-GU adalah surat pengantar SPP-GU, ringkasan SPP-GU, perincian penggunaan 
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SP2D-UP/GU yang lalu, bukti transaksi yang sah dan lengkap, salinan SPD, draf 

surat pernyataan untuk menandatangani oleh pengguna anggaran yang menyatakan 

bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain gantu uang 

persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD, dan lampiran lainnya yang sah. 

Sedangkan untuk SPP-TU dokumen-dokumen terdiri dari surat pengantar 

SPP-TU, ringkasan SPP-TU, perincian rencana penggunaan TU, salinan SPD, dfar 

surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran yang menyatakan 

bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang 

persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD, surat keterangan yang membuat 

penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persedian, dan lampiran lainnya. 

Berikut ini gambar siklus Pengeluaran Kas pada Kantor Camat Bandar 

Petalangan Kabupaten Pelalawan : 

4.2.3 Laporan Keuangan Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten 

Pelalawan 

Pada dasarnya Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan telah 

membuat laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010. Dimana komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan 

terdiri dari laporan pelaksanaa anggaran dan laporan finansial. Adapun jenis-jenis 

laporan keuangan yang telah dibuat oleh Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten 

Pelalawan yaitu : 
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1. Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan keuangan pemerintah yang 

menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang 

dikelolah oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara 

anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. 

Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Camat Bandar Petalangan 

Kabupaten Pelalawan terdiri dari pendapatan, belanja operasi terdiri dari belanja 

pegawai dan belanja barang dan jasa, belanja modal terdiri dari belanja peralatan dan 

mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, 

surplus/defisit, dan pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran 

pembiayaan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran. Informasi tersebut berguna bagi 

para pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi 

sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap 

anggaran. 

Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan telah membuat 

Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan format dan unsur-unsur yang dijelaskan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 

2. Neraca 

Neraca merupakan jenis laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan 

posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 

tanggal  tertentu. Neraca menyajikan aset yang terdiri dari aset lancar, aset tetap, aset 

lainnya, dan kewajiban yang terdiri dari kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka 



55 
 

 
 

panjang, dan ekuitas. Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan telah 

melakukan penyusutan terhadap asset tetap setiap tahunnya. 

Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan telah membuat 

Neraca sesuai dengan format dan unsur-unsur yang dijelaskan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 

3. Laporan Operasional 

Laporan Operasioanl adalah jenis laporan keuangan pemerintah pusat/daerah 

yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan 

penggunaanya dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.  

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus 

akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan 

laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca mempunyai keterkaitan 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Laporan Operasional pada Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten 

Pelalawan terdiri dari pendapatan-LO yang terdiri atas pendapatan asli daerah, beban 

dari kegiatan operasional yang terdiri dari beban pegawai, beban barang,beban 

persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban 

penyusutan dan amortisasi, surplus/defisit-LO. 

Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan telah membuat 

Laporan Operasional sesuai dengan format dan unsur-unsur yang dijelaskan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 
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4. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos ekuitas awal atau ekuitas 

tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi 

yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak 

komulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi 

kesalahan mendasar, misalnya : 

a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode 

sebelumnya 

b. Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap 

Laporan Perubahan Ekuitas pada Kantor Camat Bukit Raya  Kota Pekanbaru 

terdiri dari ekuitas awal yang terdiri atas surplus/defisit-LO, dampak kumulatif 

perubahan kebijakan mendasar terdiri atas koreksi nilai akumulasi penyusutan, 

koreksi nilai aset lainnya, dan koreksi nilai akumulasi amortisasi aset tak berwujud, 

dampak kumulatif perubahan kesalahan mendasar terdiri atas koreksi nilai aset tetap 

dan koreksi nilai akumulasi penyusutan, penyesuaian eliminasi untuk penghapusan 

akun RK PPKD (Rencana Kerja Penjabat Pengelolaan Keuangan Daerah) dan RK 

SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan ekuitas akhir. 

Kantor Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan telah membuat 

Laporan Perubahan Ekuitas sesuai dengan format dan unsur-unsur yang dijelaskan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 
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Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan jenis laporan keuangan 

pemerintah yang memuat catatan atas laporan keuangan, meliputi penjelasan rinci 

dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, 

laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas.



58 
 

 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil  penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dalam bab ini penulis akan mengambil kesimpulan dan saran yang kiranya akan 

bermanfaat bagi instansi pemerintahan Kantor Camat Bandar Petalangan dalam 

menjalankan aktivitasnya. 

5.1 Simpulan 

1. Dasar akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Camat Bandar 

Petalangan berbasis pada Basis Kas dalam Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) dan Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam 

laporan Neraca. 

2.  Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Kantor Camat Bandar 

Petalangan dimulai dari membuat Bku Kas Umum (BKU), dimana semua 

transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang terjadi dicatat ke dalam 

Buku Kas Umum (BKU). Selanjutnya, membuat jurnal umum untuk semua 

transaksi. Kemudian memposting ke buku besar dan dilanjutkan membuat 

buku besar pembantu. Selanjutnya, membuat Neraca Saldo, Jurnal 

Penyesuaian, Laporan Keuangan, dan Jurnal Penutup. 
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3.  Kantor Camat Bandar Petalangan tidak membuat jurnal yang terpisah antara 

penerimaan kas dan pengeluaran kas, semua jurnal digabungkan termasuk 

jurnal difinansial dan jurnal anggaran didalam satu buku jurnal yaitu Jurnal 

Umum. 

4. Kantor Camat Bandar Petalangan telah membuat Jurnal Pentup tetapi belum 

membuat Jurnal Penyeuaian pada akhir periode. 

5.  Kantor Camat Bandar Petalangan telah membuat Laporan Keuangan yang 

terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional 

(LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK). 

6.  Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Penerapan 

Akuntansipada Kantor Camat Bandar Petalangan belum sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Mentri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006. 

5.2 Saran 

Dari beberapa kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran 

yang mungkin dapat berguna bagi Pemerintah Kantor Camat Bandar Petalangan 

yaitu; 
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1. Sebaiknya dalam pencatatan transaksi Pemerintah Kantor Camat Bandar 

Petalangan melakukan pemisahan antara penerimaan kas dan pengeluaran kas 

supaya mudah mengidentifikasi setiap transaksi-transaksi yang terjadi. 

2. Sebaiknya Kantor Camat Bandar Petalangan membuat jurnal penyesuaian 

agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai kondisi ekonomi yang 

sesungguhnya, lebih akurat dan tidak terjadi salah saji informasi. 

3. Sebaiknya Kantor Camat Bandar Petalangan dalam mengelola akuntansi 

keuangan daerah sehausnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang 

telah ditetapkan seperti hipotesis yang dibuat oleh penulis. 

4. Untuk peneliti selanjutnya agar bisa menambah pokok permasalahan dari 

peneliti sebelumnya serta dapat memberikan saran yang lebih baik. 
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